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tergantung pada konteks hukum dan kebutuhan pihak-pihak terkait.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara arbitrase

dan litigasi dalam penyelesaian sengketa bisnis dengan pendekatan

Systematic Literature Review (SLR). Penelitian ini mengidentifikasi

literatur yang relevan dalam periode waktu tertentu, mengkaji hasil-hasil

utama, serta mengevaluasi aspek efisiensi, biaya, kerahasiaan, dan

kepastian hukum dari kedua jalur penyelesaian tersebut. Hasil analisis

menunjukkan bahwa arbitrase memiliki keunggulan dalam hal

fleksibilitas dan kerahasiaan, sementara litigasi memberikan kepastian

hukum yang lebih tinggi dan mekanisme untuk banding. Temuan ini

diharapkan dapat menjadi referensi akademis maupun praktis bagi

pelaku bisnis, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam memilih jalur
penyelesaian sengketa yang tepat.
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PENDAHULUAN

Bisnis adalah kegiatan yang melibatkan pertukaran antara pihak-pihak yang
berfokus pada keuntungan, baik dalam bentuk produk maupun layanan. Dalam era
yang semakin terkait dan berubah ini, bisnis terus maju dengan cepat, menciptakan
peluang sekaligus tantangan bagi para pelaku usaha. Aktivitas bisnis melibatkan
interaksi antara berbagai pihak, seperti individu, perusahaan, atau lembaga yang
saling berhubungan melalui kontrak atau perjanjian yang mengatur hak dan
kewajiban mereka. Namun, seiring bertambahnya transaksi dan kompleksitas
hubungan bisnis, seringkali muncul konflik atau perselisihan. Perselisihan bisnis
dapat muncul akibat pelanggaran kesepakatan, ketidaksepahaman dalam
pelaksanaan kewajiban, atau perbedaan interpretasi terhadap ketentuan dalam
perjanjian.

Terjadinya sengketa dalam perjanjian bisnis pada dasarnya dimulai dari
adanya salah satu pihak atau di antara pihak-pihak yang memiliki niat buruk. Oleh
karena itu, muncul rasa ketidakpuasan dari salah satu pihak karena terdapat pihak
lainnya yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati, atau
dengan kata lain dapat disebut telah melakukan pelanggaran perjanjian (Kurnia &
Yasarman, 2024). Di samping itu, adanya perbedaan kepentingan atau persaingan
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yang tidak sehat juga dapat menjadi pemicu konflik. Perselisihan semacam ini
berpotensi mengganggu kelancaran operasional bisnis dan dapat merusak reputasi,
yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas dan kelangsungan usaha.

Untuk menyelesaikan perselisihan bisnis ini, terdapat dua mekanisme utama
yang biasanya digunakan, yaitu jalur litigasi dan arbitrase. Litigasi adalah proses
penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri yang bersifat formal dan
terbuka untuk umum. Proses ini melibatkan pihak ketiga, yaitu hakim yang akan
memutuskan kasus berdasarkan hukum yang berlaku. Meskipun memberikan
kepastian hukum, litigasi cenderung memakan waktu yang lama, biaya tinggi, dan
dapat merusak reputasi para pihak yang terlibat karena prosesnya yang terbuka dan
seringkali berlangsung dalam durasi yang panjang. Sebagai alternatif, arbitrase
menawarkan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dengan melibatkan
seorang atau lebih arbiter yang dipilih oleh para pihak yang berselisih. Proses
arbitrase lebih fleksibel, cepat, dan lebih hemat biaya dibandingkan dengan litigasi
(Simandjuntak & Singkay, 2024).

Perbedaan yang paling signifikan ada pada tingkat formalitas, privasi, dan
fleksibilitas alur proses. Arbitrase biasanya berlangsung lebih cepat dan dengan
biaya yang lebih rendah, sedangkan litigasi dapat memakan waktu lebih lama dan
lebih mahal akibat pengeluaran untuk pengadilan dan jasa pengacara (Fulena &
Chittoo, 2023). Selain itu, keputusan yang dihasilkan dalam arbitrase bersifat final
dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum. Namun, meskipun lebih
privat dan cepat, arbitrase juga memiliki kelemahan, seperti kemungkinan proses
yang rumit dan biaya yang tetap tinggi dalam beberapa situasi.

Di Indonesia, pelaksanaan arbitrase diatur oleh Undang-Undang No. 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang
memberikan dasar hukum bagi mekanisme ini (Sari, 2019). Namun, efektivitas dan
efisiensi arbitrase dalam praktik masih sering dipertanyakan. Terdapat anggapan
bahwa meskipun arbitrase dirancang untuk menghindari keterlibatan pengadilan,
dalam beberapa kasus, proses arbitrase tetap memerlukan waktu lama dan biaya
yang tidak jauh berbeda dengan litigasi. Meskipun demikian, secara umum dalam
praktik dunia usaha, penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih banyak diminati
dibandingkan jalur litigasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai keunggulan yang
dimilikinya, antara lain proses pemeriksaan yang bersifat tertutup sehingga
menjaga kerahasiaan para pihak, menghindari kerumitan serta keterlambatan akibat
prosedur administratif yang kaku, memberikan keleluasaan kepada pihak yang
bersengketa untuk menunjuk arbiter, memilih sistem hukum yang akan digunakan,
serta menentukan lokasi pelaksanaan arbitrase. Selain itu, keputusan arbitrase
bersifat mengikat secara hukum dan tidak dapat diajukan banding (Tuti Muryati &
Rini Heryanti, 2011).

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat kebutuhan untuk menganalisis
secara komprehensif mengenai perbandingan antara arbitrase dan litigasi dalam
penyelesaian perselisihan bisnis. Penelitian ini akan membahas kelebihan dan
kekurangan masing-masing mekanisme, serta faktor-faktor yang mempengaruhi
pilihan pelaku bisnis dalam menentukan jalur penyelesaian perselisihan yang paling
sesuai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang
mendalam tentang kedua mekanisme tersebut, sehingga pelaku bisnis, praktisi
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hukum, serta pembuat kebijakan dapat memilih alternatif penyelesaian perselisihan
yang paling efektif dan sesuai dengan karakteristik perselisihan yang dihadapi.

METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature
Review (SLR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara
arbitrase dan jalur litigasi dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui kajian
terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku,
peraturan perundang-undangan, dan artikel yang membahas topik penyelesaian
sengketa, hukum bisnis, serta praktik arbitrase dan litigasi. Pendekatan Systematic
Literature Review (SLR) dipilih karena mampu memberikan gambaran yang
terstruktur, mendalam, dan menyeluruh mengenai kelebihan dan kekurangan dari
masing-masing jalur penyelesaian sengketa, serta mengidentifikasi kecenderungan
atau kesenjangan dalam literatur yang telah ada. Metode ini juga memungkinkan
analisis yang objektif terhadap berbagai pandangan dan temuan yang berkembang
di bidang hukum bisnis.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur yang
relevan melalui berbagai database akademik seperti Google Scholar dan sumber
lainnya, dengan menggunakan kata kunci seperti “arbitrase dalam sengketa bisnis”,
“litigasi bisnis di Indonesia”, “perbandingan arbitrase dan litigasi”, dan
“penyelesaian sengketa bisnis”. Literatur yang diperoleh dipilih berdasarkan
kriteria relevansi, keterbaruan, dan kontribusinya terhadap pemahaman mengenai
mekanisme penyelesaian sengketa bisnis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis
secara kualitatif untuk mengidentifikasi karakteristik masing-masing jalur,
kelebihan dan kekurangannya, serta kondisi-kondisi yang memengaruhi efektivitas
penggunaannya. Metode SLR ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
memberikan dasar pertimbangan bagi pelaku bisnis maupun pihak pembuat
kebijakan dalam memilih metode penyelesaian sengketa yang paling tepat dan
efisien

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan Umum Arbitrase dan Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa bisnis, dua metode utama yang paling umum
digunakan adalah arbitrase dan litigasi. Keduanya memiliki dasar hukum dan ciri-
cirl yang berbeda-beda. Saat ini, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
arbitrase dipahami sebagai cara menyelesaikan sengketa perdata di luar jalur
pengadilan yang bersumber dari kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang
bersengketa. Proses ini bersifat sukarela (konsensual), di mana para pihak sepakat
untuk menyerahkan penyelesaian konflik mereka kepada pihak ketiga yang
bersikap netral dan independen, yang disebut arbiter, di mana keputusannya bersifat
final dan mengikat. Proses ini ditandai dengan adanya privasi, fleksibilitas dalam
aturan dan prosedur, serta kesempatan bagi pihak-pihak untuk memilih arbiter dan
hukum yang berlaku.

Berbeda dengan litigasi, arbitrase memiliki sifat yang kurang formal, lebih
cepat, dan dirancang untuk menjadi hemat biaya, sehingga menjadikannya sebagai
alternatif yang lebih disukai untuk menyelesaikan sengketa komersial dengan cara
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yang efisien (Bello, 2014). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, baik secara
teori maupun praktik, memiliki dua jenis, yaitu arbitrase ad hoc (arbitrasi
sementara) dan arbitrase institusional (arbitrasi tetap).

Arbitrase ad hoc bersifat sementara dan tergantung pada lembaga tertentu.
Arbitrase ad hoc dibentuk dan tidak harus terikat pada lembaga tertentu. Arbitrase
ad hoc dibentuk dan memiliki kewenangan yang bersifat sekali jalan hanya
menangani kasus tertentu, dan arbiter yang ditunjuk dan ditentukan sendiri
berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak. Tidak seperti arbitrase ad hoc,
arbitrase institusional adalah jenis arbitrase yang bersifat tetap yang diadakan di
bawah pengawasan suatu lembaga yang juga permanen (badan arbitrase permanen).
Yurisdiksi arbitrase institusional dapat bersifat nasional, regional, atau
internasional (Tektona, 2011). Ciri-ciri utama arbitrase mencakup fleksibilitas
prosedur, kerahasiaan proses, kebebasan para pihak untuk memilih arbiter, serta
sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase (final and binding). Arbitrase juga
bersifat privat, yang berarti tidak terbuka untuk umum, dan biasanya dilakukan di
bawah pengawasan lembaga arbitrase nasional atau internasional.

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, yang lazim dikenal dengan
istilah "litigasi", merupakan proses hukum formal yang dilaksanakan di hadapan
majelis hakim. Dalam mekanisme ini, penyelesaian konflik dilakukan melalui
prosedur persidangan, di mana kewenangan untuk mengatur serta memutus perkara
sepenuhnya berada di tangan pengadilan. Litigasi pada dasarnya mencerminkan
proses hukum atas suatu permasalahan yang disengketakan dan diselesaikan
melalui lembaga peradilan (Friedman, 1989). Dalam proses ini, pihak-pihak yang
bersengketa akan saling berhadapan di hadapan pengadilan untuk mempertahankan
dan membela hak-haknya masing-masing melalui mekanisme hukum yang berlaku
(Ananda & Afifah, 2023). Litigasi merupakan langkah penyelesaian sengketa
hukum yang dijalankan melalui jalur pengadilan, di mana pihak-pihak yang
berselisth menyerahkan masalah mereka untuk diselesaikan secara hukum oleh
hakim. Langkah ini dilakukan secara resmi dan mengikuti aturan hukum yang ketat,
dimulai dari pendaftaran perkara, pengumpulan dan penyampaian bukti, hingga
persidangan yang berakhir dengan putusan hakim.

Karakteristik utama dari litigasi adalah bahwa penyelesaian sengketa
dilakukan di hadapan pengadilan, baik pengadilan umum, agama, tata usaha negara,
militer, maupun Mahkamah Konstitusi, tergantung pada jenis perkaranya. Proses
litigasi bersifat terbuka untuk umum, dengan keputusan akhir sepenuhnya berada
di tangan hakim, yang berdasarkan pada ketentuan hukum dan bukti-bukti yang
diajukan selama persidangan. Proses litigasi adalah langkah terakhir dalam
menyelesaikan konflik, sebelum persidangan dimulai, para pihak yang berselisih
biasanya diberi kesempatan untuk melakukan pembicaraan, baik secara langsung
maupun melalui perwakilan hukum, guna mencari kemungkinan tercapainya suatu
kesepakatan bersama (Nugroho, S. A., & SH, 2017). Putusan yang dihasilkan dalam
litigasi bersifat mengikat secara hukum, memiliki kekuatan hukum tetap, dan dapat
dipaksakan untuk dilaksanakan oleh negara.

Adapun tahapan umum dalam proses litigasi dimulai dengan pendaftaran
perkara oleh pihak penggugat ke pengadilan, diikuti dengan pembayaran biaya
perkara (hanya untuk perkara perdata), dan pemanggilan resmi kepada para pihak
untuk hadir di persidangan. Dalam beberapa perkara perdata, proses mediasi
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biasanya dilakukan lebih dulu sebagai usaha penyelesaian damai sebelum masuk
pada pokok perkara (Lestari, 2013). Apabila mediasi tidak berhasil, maka
dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara di persidangan, yang mencakup
pembacaan gugatan, tanggapan dari pihak tergugat, pembuktian dari kedua belah
pihak, serta penyampaian kesimpulan. Seluruh proses ini diakhiri dengan putusan
hakim yang bersifat final dan wajib dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa.

Litigasi dicirikan oleh struktur yang lebih kaku dan prosedural. Prosesnya
berlangsung di pengadilan negeri atau pengadilan niaga, dengan hakim yang
ditunjuk oleh negara. Secara umum, proses gugatan dikenal sebagai litigasi.
Gugatan adalah suatu tindakan hukum yang diajukan di pengadilan, di mana
penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian akibat tindakan
terdakwa, meminta bantuan hukum atau keadilan. Terdakwa diwajibkan untuk
memberikan jawaban atas keluhan penggugat. Jika penggugat menang, penilaian
akan diberikan untuk mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan
dapat dikeluarkan untuk menegakkan hak, memberikan kompensasi atas kerugian,
atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau
memaksa tindakan. Orang-orang yang lebih cenderung untuk berlitigasi daripada
mencari solusi di luar pengadilan disebut sebagai sadar hukum (Ananda & Afifah,
2023).

Litigasi menyediakan jalan penyelesaian yang resmi, transparan, dan berada
di bawah otoritas negara, sehingga memberikan perlindungan hukum yang kokoh
dan struktur prosedural yang terdefinisi dengan jelas. Sebaliknya, arbitrase
memberikan kemudahan, privasi, serta kecepatan dalam penyelesaian perselisihan
yang sering kali menjadi kebutuhan utama dalam dunia usaha kontemporer.
Perbandingan Arbitrase dan Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

Dalam ranah penyelesaian sengketa bisnis, litigasi dan arbitrase merupakan
dua mekanisme utama yang lazim digunakan. Litigasi merupakan proses formal
yang dijalankan melalui pengadilan, mengikuti tahapan yang diatur dalam hukum
acara. Sebaliknya, arbitrase adalah metode alternatif di luar pengadilan, di mana
semua pihak dengan sukarela menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter
yang independen (Ananda & Afifah, 2023). Para pihak secara sukarela
menyerahkan sengketanya kepada satu atau lebih arbiter untuk diputuskan, dan
hasil putusan arbitrase bersifat final serta mengikat (Tektona, 2011). Arbitrase juga
menawarkan keluwesan terkait prosedur dan aturan yang diterapkan. Para pihak
dapat sepakat mengenai lokasi arbitrase, bahasa yang digunakan, serta prosedur
yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Keluwesan ini
memungkinkan arbitrase untuk berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan
proses peradilan, karena para pihak dapat menghindari berbagai prosedur birokratis
yang sering kali memperlambat proses litigasi. Keputusan yang dihasilkan dari
arbitrase juga bersifat final dan mengikat, dengan kesempatan untuk banding yang
sangat terbatas (Harahap et al., 2024).

Dari segi kelebihan, litigasi memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat
langsung dieksekusi oleh negara. Putusan pengadilan menciptakan kepastian
hukum dengan posisi yang jelas: ada pihak yang menang dan kalah (Ananda &
Afifah, 2023). Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi menghasilkan putusan
hukum yang memberikan kepastian secara yuridis, namun menempatkan para pihak
dalam posisi menang dan kalah (win-lose), sesuai dengan penilaian hakim terhadap
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perkara yang dipersengketakan (Paulus et al., 2024). Ini menjadi keunggulan dalam
hal penegakan hukum, terutama jika pihak yang kalah tidak bersedia secara
sukarela melaksanakan isi putusan. Kelebihan utama litigasi terletak pada kekuatan
hukum putusannya yang bersifat final, mengikat, serta menciptakan kepastian
hukum melalui posisi menang dan kalah yang tegas, dan dapat dipaksakan
pelaksanaan keputusannya jika pihak yang kalah enggan melaksanakan isi
keputusan pengadilan (eksekusi). Menurut Sudikno Mertokusumo (dalam Ananda
& Afifah, 2023), bahwa keputusan pengadilan dalam proses litigasi memiliki tiga
jenis kekuatan yang menjadi ciri khas sekaligus keunggulan dari mekanisme ini,
yakni kekuatan mengikat (binding force), kekuatan sebagai alat bukti (evidentiary
force), serta kekuatan eksekutorial, yang memungkinkan putusan tersebut untuk
dilaksanakan secara hukum.

Di sisi lain, arbitrase memberikan keunggulan dalam hal efisiensi waktu dan
kerahasiaan. Prosesnya lebih cepat karena tidak adanya banding atau kasasi, serta
dilaksanakan secara tertutup, menjaga privasi dan reputasi para pihak yang terlibat
dalam sengketa. Selain itu, para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki
keahlian khusus sesuai bidang sengketa, sehingga kualitas putusan dianggap lebih
tepat sasaran  (Tektona, 2011). Namun, setiap metode memiliki
kekurangan. Litigasi, misalnya, seringkali memakan waktu lama karena sistem
peradilan yang penuh birokrasi dan jumlah perkara yang menumpuk di
pengadilan. Selain itu, proses litigasi bersifat konfrontatif dan terbuka, yang dapat
merusak hubungan bisnis antara para pihak (Lestari, 2013). Di sisi lain, arbitrase
memerlukan biaya awal yang cukup besar, terutama jika melibatkan lembaga
arbitrase internasional. Biaya arbitrase dapat lebih tinggi jika dibandingkan dengan
litigasi, terutama ketika para pihak memilih arbitrator dengan reputasi internasional
atau jika sengketa melibatkan proses yang panjang dan rumit. Biaya untuk
arbitrator, biaya administrasi lembaga arbitrase, serta biaya terkait lainnya dapat
menjadi beban yang cukup signifikan bagi perusahaan yang terlibat dalam sengketa
(Agustina, 2024).

Namun, tidak adanya upaya banding dalam arbitrase juga menjadi
kelemahan. Jika terjadi kesalahan substansial dalam putusan, pihak yang dirugikan
memiliki ruang koreksi yang sangat terbatas. Untuk memberikan gambaran yang
lebih jelas dan ringkas mengenai perbedaan arbitrase dan litigasi, berikut disajikan
tabel perbandingan berdasarkan beberapa aspek utama.

Tabel 1. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase dan
Litigasi (Pengadilan)

Aspek Arbitrase Litigasi (Pengadilan)
Forum Di luar p engadllag, melalui Di pengadilan umum,
Penyelesaian | Cliagd atau arbiler yang | yo.oin oleh hakim

y dipilih para pihak pimp
. Berdasarkan hukum acara
Berdasarkan perjanjian .
Dasar Hukum . . . perdata/pidana yang
arbitrase tertulis antar pihak
berlaku
Proses Lebih sederhana, fleksibel, dan | Formal, birokratis, dan
tidak berbelit-belit mengikuti prosedur ketat
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Waktu Relatif lebih cepat (dapat selesai | Umumnya lebih lama (bisa
Penyelesaian dalam beberapa bulan) bertahun-tahun)
Bisa lebih tinggi karena
Biaya Relatif lebih rendah proses panjang dan biaya
pengacara
. Final dan mengikat, tidak dapat Dapa‘g diajukan bggdmg,
Sifat Putusan - . . kasasi, dan peninjauan
diajukan banding/kasasi .
kembali
Eksekusi Dapat  dieksekusi  setelah Dapat dieksekusi langsung
; . . . | setelah berkekuatan
Putusan didaftarkan di pengadilan negeri
hukum tetap
Privasi Ber51faj[ tertutup,  menjaga Terbuka untuk umum
kerahasiaan para pihak
Pemilihan Arbiter dipilih oleh para pihak, | Hakim  ditunjuk  oleh
Penengah biasanya ahli di bidangnya negara
Cenderung win-win solution, | Win-lose solution,
Hubungan T . :
. meminimalisir konflik | berpotensi memperburuk
Para Pihak . _—
berkepanjangan hubungan bisnis
Fleksibilitas Para pihak  dapat ~memilih Mengikuti hukum acara
Aturan hukum dan prosedur  yang ang berlaku di pengadilan
berlaku yang peng
Cakupan Terbatas pgda sengketa Dapat mencakup semua
perdata/komersial yang | . -
Sengketa . . jenis sengketa
disepakati

Dari segi efektivitas penyelesaian, arbitrase dianggap lebih cocok untuk
sengketa bisnis, terutama dalam konteks hubungan bisnis jangka panjang atau
sengketa lintas negara. Arbitrase memungkinkan proses yang cepat, rahasia, dan
menjaga hubungan baik antara para pihak. Hal ini selaras dengan nilai-nilai dalam
masyarakat Indonesia yang menjunjung musyawarah dan mufakat (Lestari,
2013). Sebaliknya, litigasi lebih cocok digunakan jika salah satu pihak
menginginkan jaminan hukum formal yang kuat atau ketika sengketa tidak
disepakati sebelumnya untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Pemilihan antara litigasi dan arbitrase sebaiknya didasarkan pada
karakteristik sengketa, nilai yang dipertaruhkan, hubungan antar pihak, serta tujuan
akhir dari penyelesaian sengketa tersebut. Arbitrase unggul dalam hal kecepatan,
privasi, dan fleksibilitas, sementara litigasi lebih kuat dalam hal legitimasi hukum
dan pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap
kelebihan dan kekurangan masing-masing metode akan membantu para pihak
dalam menentukan strategi penyelesaian yang paling efektif dan sesuai dengan
kebutuhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
baik arbitrase maupun litigasi memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan
dalam penyelesaian sengketa bisnis. Arbitrase lebih unggul dalam aspek
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kerahasiaan, fleksibilitas, dan kecepatan penyelesaian, sehingga sesuai untuk
sengketa yang membutuhkan penyelesaian cepat dan bersifat tertutup. Di sisi lain,
litigasi lebih menekankan pada kepastian hukum, kekuatan eksekusi putusan, dan
adanya mekanisme banding yang bisa melindungi hak-hak para pihak. Oleh karena
itu, pemilihan jalur penyelesaian sengketa sebaiknya disesuaikan dengan
karakteristik sengketa, kebutuhan para pihak, serta tujuan hukum yang ingin
dicapai. Kajian ini juga menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam
mengenai kedua mekanisme agar pelaku bisnis dan praktisi hukum dapat
mengambil keputusan yang lebih strategis dalam menangani sengketa.
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